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PUTUSAN
Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 27 Mei 1986,
agama lIslam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
JI Patimura Rt 002 Kelurahan Mesat Seni
Kecamatan Lubuklinggau Timur Il Kota
Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, Kel.
Mesat Seni, Lubuklinggau Timur li, Kota Lubuk
Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Yusuf
Rachmadi,S.H. Advokat/Pengacara  yang
berkantor di Jl.Kemang 1 Kel. Watervang Kec.
Lubuklinggau Timur | Kota Lubuklinggau
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12
Desember 2022 yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor
868/SK/XII/2022/PA.LLG tanggal 14 Desember
2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 28 Juni 1986,
agama lIslam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl
Jendral Sudirman Rt 03 Gang Madjai No 03
Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau

Utara Il Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Selatan, Kel. Jogoboyo, Lubuklinggau Utara li,
Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk
Linggau pada tanggal 14 Desember 2022 dengan register perkara Nomor
1409/Pdt.G/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai
berikut:

2.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2010 dan dicatat oleh
Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II, sesuai
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX tanggal 03 Oktober 2010;
dengan penggugat berstatus Janda dan tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat JI Patimura Rt
002 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur Il Kota
Lubuklinggau Sumatera Selatan selama kurang lebih 8 tahun;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir tanggal 05
September 2011; ikut Penggugat

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun,namun
setidaknya sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
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a.  Tergugat kurang lebih mulai Juni tahun 2018 pergi meninggalkan
rumah;
b. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat
dikarenakan Tergugat Jarang Pulang Kerumabh;
c. Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat
memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya
terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
d. Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang dalam
keadaan mabuk;
6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan tergugat terjadi
pada bulan Juni Tahun 2018, yang mengakibatkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat ,sejak saat itu Penggugat dan tergugat sudah
tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat
tinggal/rumah selama kurang lebih 4 Tahun sampai sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah bersabar dan mencoba memusyawarahkan dengan
keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal Undang-Undang No.l
Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa
khusus kepada Yusuf Rachmadi,S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di J.Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur
| Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12
Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Lubuklinggau dengan Nomor 868/SK/XII/2022/PA.LLG tanggal 14
Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat
tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK. XXXXXXXX,
tanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau. Bukti fotokopi surat tersebut telah
diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata
sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen,
kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dengan Nomor. XXXXXXX, tanggal
14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau. Bukti fotokopi surat tersebut telah
diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata
sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen,
kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 2 Juli 2010, Atas
nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur | Kota Lubuk Linggau.
Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai
cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pengantar Pengaduan dengan Nomor. XXXXXXX,
tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mesat Seni
Kecamatan Lubuk Linggau Timur Il Kota Lubuk Linggau. Bukti fotokopi
surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan
aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta
telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1409/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi.
Saksi 1, umur 60 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sepakat RT. 02 Desa Mesat Seni
Kecamatan Lubuk Linggau Timur | Kota Lubuk Linggau, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih menikah pada tahun
2010;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5
tahun samapi dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat
untuk kembali rukun, tetapi tidak berhasil;
Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di JI. Sepakat RT. 02 Desa Mesat Seni Kecamatan
Lubuk Linggau Timur | Kota Lubuk Linggau, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih menikah pada tahun
2010;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 5 tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5
tahun samapi dengan sekarang;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat
untuk kembali rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan
tetap kepada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat
merupakan salah satu bagian dari perkara perkawinan sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 point a Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenag memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1409/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama islam di bidang: a. Perkawinan”. Sehingga penyelesaian
perkara a quo menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai di domisili
Tergugat di Kota Lubuk Linggau yang merupakan wilayah hukum dari
Pengadilan Agama Lubuk Linggau, maka telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan. Maka atas pertimbanagan
tersebut Pengadilan Agama Lubuk Linggau berwenang secara relatif untuk
menyelesaiakn perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka berdasarkan bukti surat berupa
fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik (vide Pasal 285
Rbg. Jo. pasal 1868-1870 KUHPerdata) dan bermeterai cukup, oleh
karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian
sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Sehingga antara Penggugat
dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum yaitu sebagai
suami isteri sah, dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-
pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon principal dalam persidangan ini
didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Yusuf Rachmadi,
S.H. Bahwa Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan surat kuasa khusus,
telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan ternyata telah sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkaamah Agung Nomor 6
Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Selain itu Kuasa Hukum tersebut
juga telah melampirkan fotokopi kartu anggota Advokat yang tergabung
dalam organisasi PERSATUAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM
INDONESIA dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah yang telah
dicocokan dengan aslinya, yang membuktikan bahwa Penerima Kuasa
adalah Advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sebagai
Advokat, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
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Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal tersebut Kuasa
Hukum Pemohon dinyatakan telah memiliki legal standing untuk hadir di
persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara melalui e_court yang dilakukan
oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk
dipertimbangkan menurut 285, 286 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran
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Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian
Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut
dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP (Kartu
Tanda Penduduk) yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende
bewijskracht), bukti tersebut menerangkan mengenai domisili Penggugat yang
berada di wilayah Kota Lubuk Linggau yang sekaligus menjadi wilayah yuridiksi
Pengadilan Agama Lubuk Linggau, sehingga Pengadilan Agama Lubuk Linggau
dinyatakan berwenang memutus perkara a quo secara relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi KK (Kartu
Keluarga) yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.2) tersebut telah memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht),
bukti tersebut menerangkan mengenai susunan anggota keluarga antara
Penggugat dengan Tergugat yang berdomisili di Kota Lubuk Linggau, sehingga
Pengadilan Agama Lubuk Linggau dinyatakan berwenang memutus perkara a
quo secara relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.3) berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 2 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan
oleh Penggugat, maka bukti (P.3) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 2 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam sekaligus menyatkan bahwa Penggugat dengan
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Tergugat dalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Surat
Pengantar Pengaduan an. Penggugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah
akta bawah tangan, bukti (P.4) bukti tersebut menerangkan mengenai bukti
permulaan terkait kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis
namun saat ini diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sekitar 5
tahun yang lalu;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah
tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekarang;

4. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak
berhasil;

5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di
muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan
harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertangkaran
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dan sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai dengan sekarang,
keadaan ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat
alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau
keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah
satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai
suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat
terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai
dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk
dipersatukan  kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan
mendatangkan rasa tidak aman, madharat atau mafsadat daripada maslahat
bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil
manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat
dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan
dengan dalil syar’i :
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1. K
aidah Fighiyyah yang berbunyi :

rlbaall la Ae adia Aulialle o

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan”
2. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid || halaman 405 sebagai berikut:

A GaY alll 548 caa ald (palecal) alSa G aSla ) o2 (e
Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”
3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

Al L aald ) Jla Lo ol 50 g5g) a5 a0 O

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,
maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak
melawan hukum dan beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juntco
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
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iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Lubuk Linggau pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1444 Hijriah oleh Khairul Badri, Lc.,
M.A. sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. dan Ahkam Riza
Kafabih, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rufi'a, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. Khairul Badri, Lc., M.A.
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Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rufi'a, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 80.000,00
- Panggilan ‘Rp 75.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
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